
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

 Melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016, pemerintah melakukan 

pembatasan terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan. Hal ini 

terlihat dari sikap pemerintah yang merubah isi perjanjian melalui pengenaan 

tarif dasar pajak yang mana isi perjanjian berupa kesepakatan harga yang telah 

disepakati bersama oleh para pihak. Kesepakatan mengenai harga jual beli 

tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya telah diatur di Undang-Undang 

BPHTB kemudian berubah, perubahan harga transaksi menjadi harga pasar 

untuk nilai jual objeknya. Tetapi mengenai harga pasar tidak diatur dengan 

jelas oleh peraturan pemerintah maupun Undang-Undang. Dalam hal ini 

pemerintah membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan yang dibuat, 

memang kebebasan berkontrak memiliki batasan tapi batasan tersebut berupa 

ketertiban umum dan kesusilaan umum.  

 Peranan pemerintah memang terbatas pada fungsinya sebagai 

penyeimbang atau memonitor (melihat), dan pemerintah dapat melakukan 

intervensi ekonomi/pasar dengan syarat jika mekanisme pasar gagal dalam hal 

ini pemerintah masuk  dalam pasar/ekonomi untuk menyeimbangkan perlu 

dicatat hanya sebagai penyeimbang, yang mana intervensi tersebut tidak ada 

penyimpangan (distorsi). Penyeimbangan ini dilakukan untuk menghindari 

monopoli alamiah dalam perekonomian bila terjadi makanisme pasar gagal. 
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Sehingga memang kegagalan pasar sebagai alasan untuk pemerintah 

melakukan intervensi dalam bidang ekonomi. Sekaligus harus membuat 

hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi tersebut, dalam hal 

penyeimbangan ini pemerintah melakukan pemungutan dana dengan sistem 

pajak kepada masyarakat. “Politik hukum di Indonesia yang telah 

mengarahkan pembangunan hukum pada pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, tampaknya sudah sangat mendesak untuk direalisir dengan 

program yang nyata oleh Pemerintah”62, dalam hal tersebut pemerataan 

ekonomi. Tetapi bukan berarti pemerintah tergesa-gesa dalam membuat 

keputusan untuk membuat peraturan, peraturan tersebut nantinya pasti akan 

terkait dengan berbagai hal tetapi apakah tujuan dari pembuatan aturan atau 

hukum tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya hukum itu sendiri. 

 

B. Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu, dengan pajak sebagai beban bagi 

masyarakat yang wajib dibayarkan, kepastian hukum atas pememungutannya 

juga perlu dipertanyakan, fungsi pajak yang nantinya akan menjelaskan 

hubungan antara rakyat dengan negara serta menjadi tujuan nasional. 

1. Pajak dengan fungsinya sebagai upaya bagi negara untuk mendapatkan 

pendapatan karena pajak merupakan sumber pendapatan penting untuk itu 

dalam pengaturan pemungutannya pemerintah tidak harus secara rumit 

yang mana peraturan tersebut mudah dimengerti oleh rakyat (wajib pajak) 

                                                           
       62 Nike K. Rumokoy, 2010, “Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal 

Unsrat Volume XVIII, Nomor 5, September-Desember.hlm.14. 
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dan mudah dalam hal pembayarannya. Timbulnya hak dan kewajiban 

sebagai akibat hubungan yang ditimbulkan dari pemungutan dan 

pembayaran pajak. Maka negara harus memberikan kepastian terhadap 

warga negara dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

2. Pemerintah tidak dapat mengintervensi perjanjian melalui peraturan yang 

mana berdampak pada asas kebebasan berkontrak. Sebagai bentuk 

pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dan sistem self assessment dari 

pemungutan pajak, maka unsur kepercayaan terhadap harga objek jual beli 

yang berdampak pada pembayaran pajak harus dapat berjalan karena sudah 

menjadi sistem dari pajak tersebut yang memberikan kemudahan dengan 

sistem self assessment yang mana masyarakat dapat menghitung dan 

membayar sendiri pajak yang terutang kepada negara. 
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